PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 22 TAHUN 1964
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BEBAS SABANG

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

a. bahwa dengan Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963 (Lenbaran Negara
tahun 1963 No. 100) Pelabuhan Sabang telah dinyatakan sebagai
PELABUHAN BEBAS (FREE PROD) ;

b. bahwa guna pel aksanaan penbangunan Pel abuhan Bebas Sabang dal am
rangka realisasi konfrontasi terhadap "Ml aysia" perlu diadakan
beber apa ket ent uan yang bert uj uan nel anj ut kan penbangunan t er sebut ;

Mengi ngat :

1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. pasal 4 Penetapan presiden No. 10 tahun 1963;

3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960 Nb.
31) jo. Keputusan Presiden No. 139 tahun 1964,

Menbaca:
Surat Wékil Perdana Menteri Pertana/ Panglina Komando Penbangunan Ekonom
Daer ah Perbat asan No. 8/ Kopedasan/ 1964,

MEMUTUSKAN

Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG PELAKSANAAN PEVBANGUNAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Pasal 1.

Pel abuhan Bebas Sabang sebagai yang di naksudkan dal am pasal 1 ayat
(1) Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963, adal ah sel uruh Kawedanaan Sabang.

Pasal 2.

Pengusahaan dari Pengusaan Pelabuhan Bebas Sabang dikendalikan
| angsung ol eh Wkil | Panglina Besar KOTCE

Pasal 3.

Untuk nenyel enggar akan penbangunan proyek Pel abuhan Bebas Sabang
di bentuk suatu badan yang di sebut "Pel aksana Penbangunan Proyek Pel abuhan
Bebas Sabang" sel anj ut nya di sebut Pel aksana, yang bertugas nenyel enggar akan
penbangunan dan yang bertanggung-jawab atas terlaksananya penbangunan
Sabang sebagai Pel abuhan Bebas, sehingga setaraf dengan Pel abuhan Bebas
| nt er nasi onal | ai nnya.

Pasal 4.
Untuk nel ancarkan usaha dan tanggung-jawab seperti di maksud dal am

ayat (1) pasal ini, Pelaksana tersebut diberikan wewenang penuh unt uk:
a. nenent ukan obyek- obyek yang perl| u di bangun;



b. nenunj uk badan- badan at aupun pengusaha- pengusaha Saasta bai k nasi onal
maupun asing untuk nerealisasikan penbangunan obyek-obyek di maksud
sub a di atas;

C. nenguasai tanah dan nengadakan penbagi an daer ah-daerah untuk nasi ng-
nmasi ng obyek serta nengadakan sewa j angka panj ang atas dasar hak guna
bangunan;

d. nenbangun fasilitas-fasilitas lainnya yang perlu untuk suatu
pel abuhan bebas setaraf internasional.

Pasal 5.
Dengan persetujuan lebih dahulu dari Wékil | Panglina Besar KOICE
pel aksana di nana perl u dapat:

a. nenbuat dan nenyusun ket ent uan-ket entuan sel anj ut nya guna kel ancaran
j al annya dan per kenbangan pel abuhan Sabang sebagai pel abuhan bebas;

b. nenyesuai kan perat uran-peraturan yang berlaku dan yang tidak sesuai

dengan kepentingan suat u pel abuhan bebas.
Pasal 6.

Dengan Peraturan Presiden tersendiri akan ditetapkan peraturan-
peraturan nengenai |lalu lintas barang dan uang di Pel abuhan Bebas Sabang.

Pasal 7.

Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpatannya dal am Lenbar an-
Negar a Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 1964.
Pd. PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
Tt d.
DR J. LH MENA
O undangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juni 1964.
WAKI L SEKRETAR S NEGARA

Tt d.
SANTCSO S H
Brig. Jend. T.NI.
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
No. 22 TAHUN 1964
t ent ang
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BEBAS SABANG



PENJELASAN UMUM

Cal am rangka UWsaha nel aksanakan penbangunan Pel abuhan Bebas Sabang
serta nerealisasikan konfrontasi terhadap apa yang dinanakan "Ml aysi a"
nenuju penyel esaian Revolusi Indonesia, naka perlu untuk nengadakan
ket ent uan- ket ent uan sebagai pedonan penyel esai an proyek yang di pandang
perl u di bangun di Sabang.

Cengan adanya pedoman tersebut diharapkan agar supaya realisasi
penbangunan Pel abuhan Bebas Sabang itu dapat |ancar dan berjal an setepat -
tepat nya, sehingga dengan demkian tercapailah hasil yang sebai k-bai knya
dal am pel aksanaan proyek tersebut.

PENJELASAN PASAL DEM PASAL.
Pasal 1.
Qukup j el as.
Pasal 2.

Yang dinaksud dengan penguasaan dan pengusahaan yang | angsung
di kendal i kan ol eh Wkil | Panglima Besar KOICE ial ah: bahwasanya Pel aksana
Penbangunan Pel abuhan Bebas Sabang nenpunyai hak dan wewenang penuh unt uk
nenguasai dan nengusahakan Pel abuhan Bebas Sabang atas dasar pendel egasi an
wewenang oleh Veékil | Panglima Besar KOICE pertanggungan-jawab ol eh
pel aksana tersebut sebagai akibat dari pada penguasahaan dan pengusahaan
Pel abuhan Bebas Sabang diberikan |angsung kepada Vékil | Panglinma Besar
KOICE dengan tidak nel ewati instansi-instansi |ain apapun juga.

Pasal 3.

Pel aksanaan Penbangunan Proyek Pel abuhan Bebas Sabang yang ditunj uk
dengan keputusan VéKi l Perdana Menteri |/Panglina KCPEDASAN No.
8/ KCPEDASAN 1964. nenpunyai struktur organi sasi sebagai beri kut :

Pem npi n atau di sebut Komandan Pel aksana Penbangunan Proyek Pel abuhan
Bebas Sabang di bantu oleh dua orang penbantu Konmandan Pel aksana yang
nmasi ng- masi ng bertugas untuk urusan perekonoman unum dan urusan tekhnis
pel abuhan. Yang dinaksud dengan tanggung-jawab nasing-nasing dibi dang
adal ah :

1. Dal am bi dang per ekonom an unum harus dapat dici ptakan suatu keadaan
sehingga aktivitas-aktivitas perdagangan, industri dan usaha-usaha
yang |angsung dan tidak |angsung nenpengaruhi kedua aktivitas ini
dapat benar-benar nenjadi setaraf dengan apa yang dipunyai ol eh
pel abuhan- pel abuhan bebas di negeri lain di dunia

2. Cal am bi dang pel abuhan. fasilitas dan services yang dapat diberikan
setaraf dengan apa yang dapat diberikan ol eh pel abuhan-pel abuhan
bebas di negeri |ain.

Pasal 4.

Untuk dapat nencapai naksud-naksud dal am bi dang perekonoman dan
pel abuhan seperti tersebut di atas kepada Pel aksana diberikan wewenang
penuh dal am pengertian bebas dari segal a pengendal i an instansi-instansi
apapun juga kecuali ol eh Vékil | Panitia Besar KOICE



Dengan dem ki an obyek- obyek yang ditentukan dan di bangun ol eh badan-
badan atau pengusaha-pengusaha yang ditunjuk oleh Pelaksana serta
ketentuan-ketentuan yang disusunnya dalam hubungan operation dan
per kenbangan Pel abuhan Bebas Sabang juga nerupakan suatu ketetapan yang
terakhir (final decision).

Pasal 5.

D sanping nenbuat dan nenyusun segala ketentuan-ketentuan guna
kel ancaran operation dan perkenbangan Pelabuhan Bebas Sabang kepada
Pel aksana Penbangunan Pel abuhan Bebas Sabang j uga di beri kan kekuasaan unt uk
nenyesuai kan Peraturan Penerintah yang ada serta nenpunyai sangkut pautnya
dengan aktivitas suatu freeport.

Cengan  pengertian bahwasanya penyesuai an- penyesuai an tersebut
di | akukan mut| ak dengan suat u kebi j aksanaan yang ti dak akan nel anpaui bat as
dasar suatu kebijaksanaan yang tidak akan nel anpaui batas dasar hukum
negara. Dengan dem ki an pel aksana per obahan- per obahan t er sebut adal ah unt uk
nenyesuai kannya, sehingga dapat di pergunakan dal am |ingkungan Pel abuhan
Bebas Sabang, dem kel ancaran aktivitas-aktivitas dan perkenbangannya.

Pasal 6.
Qukup j el as.

Pasal 7.
Qukup j el as.
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